Menimbang

Mengingat

BUPATI BULELENG
PROVINS! BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOE 1 TAHUN 2020

TENTANG

FENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
D1 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT!I BULELENG,

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern
vang efektif dan efisien di lingkungan pemerintahan Daerah
periu menerapkan manajemen risiko;

b, bahwa berdasarkan keteptuan Pasal 13 ayat (1} P'n"-rnuu::m
Pemerintah Nomer 50 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
intern  Pemerintah, Pimpinan [Instansi  Pemerintah  wajib
melpkukan penilaian ristho;

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan scbagnimana  dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Buleleng;

1. Undang-Undang Nomer 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Dacrah  Tingkat || Dalam Wilayah Daerah-Dacrah
Tinghat | Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (
Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 1958 Nemor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 |

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korups: [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidena Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 4 150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Wegara (Lembaran Negare Republit Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286):
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 5387
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomeor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah |Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tamhbahan Lembaran Negara
Republil: Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas  Penyelenggarsan
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Ferubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Alas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Bupati Buleleng Nomer 65 Tahun 2016 tentang
Penyelengearan Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng ;

MEMUTUSKAN :

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN

RESIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BULELENG,

BAB [
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

38
2.

Bupati adalah Bupati Buleleng,

Pemerintah Daerah adalabh Pemerintah Kobupaten Bulelenp sebagai unsur

penvelenggara Pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksansan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Inspektur adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng,

. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawasan intern Pemerinteh Daerah yang

bertanggung jawab langsung kepada Bupati,

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupat dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Dasrah,

Sistem Pengendalian Intern selanjutnya disingkat 2Pl adalah proses yang
integral pada tindakan den kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawal untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainys tujuan organisasi melalui kegiatan vang efisien dan efeltif,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan.
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singkat SPIP adalahb

i di
Sistern Pengendalian Intern Pemerintah selanjutnya terhadap

i senveluruh
Sistern Pengendalian Intern yang diselengparakan secara meny

al dengan
roses  perencanaan,  pelaksanaan, Pﬂngﬂwﬂ?fhﬁ kﬁ?ﬁﬂ pasartal:
Ferrnnggunp;inwalmn penyelenggarann pemerintahan di ing
Daerak,

i ial TMEn yang
8. Rencana Tindak Pengencdalian .‘t-l:llili'l._]I_.ll‘._I'I}'i'l. d_mmgl-:at H;Eki:d;ﬁr g‘?:;ubeﬁsi}rdua
" dihasilkan setelah tahap penilaian risiko :I:hlakullmln. e adaliar dan
renenna Hndak vaitu reneana tindak perbaikan di lingkungan pe
rencana tindak perbaikan pengendalian,

' i j dapat
i i tansi pemerintah yang ¢
nekunran Penpendalinn adalah kondisi dalam ins : e
- Ezﬁ-ﬂmniaun kuﬁdarnn semua personil F.ka.rt penﬂ_ngmra peng-:m:lalmn iry
dalam menjalankan aktifitas yang menjadi tanggungjawabnya.

em adalah seluruh proses kegiatan audit, riviu, evaluasi,
o :—.J:?ngnn:;ﬁl:; :!Tn kegiatan pengawasan lain terhadap p&n}"ﬂenggﬂrﬂi:'le;:é%ﬂ;
dan fungsi organizasi dalam rangka memh:enkﬂn keyakinan }'ﬂHEm i
bahwa heginian telah dilaksanakan sesuai dengan tolok u!::ur_y Ed
ditctapkan secara efektil dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudlan tata pemerintahan yang baik.

1. Risike adalah kemungkinan kejadian vang mengancam pencapaian tujuan dan
Sasaran instansi pemerintah,

12, Manajemen risiko adalah proses vang proaltif dan kontinyu meliputi penetapan
tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reviu yang
dijalankan untuk mengelala risiko dan potensinya. '

13. Frofil risiko adalah penjelasan tentang total
dengan tingkat risiko dan trennya.

14, Proses manajemen risike adalah suatu
sistematis, logis dan terukur yang digu

i3. Belera risiko
dalam upaya

paparan risiko yang dinvatakan

proses yang bersifat berkesinambungan,
nakan untuk mengelola dsiko di instan si.
frisk appetite] ada]a‘t? tingkat risiko yang bersedia diamhbil nstansi
nya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendali.

16. Retensi adalah keputusan untuk menerima
I7. Penilajan Risiko adalah kegiatan
mengancam tujuan dan sasaran i lai 181

dilaksanakan melglyj proses identifilen s inis rigi panilaian ristloy

dan menyerap suaty risiko.

i : : glatan yang selanjutnya disi
Pelabat pada unit kerja Peran t r pringkat PPTK adalah
beberapa kegiatan gkat Daerah

ntah Daergh 1 g pejabat dan
i : At atay
raktur, fungsi manajemen gl Elﬁtpbll.;!dﬂmhangﬂn keb M, perencanaan
PENerapan Mmanajemen risjkq ik i

yang terkait dengan
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b. mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau
aktivitas pengendalian nsiko.

BAB N
PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

a.
b
C

(1)
2}

(3

(4

ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
beronentasi jangka panjang: dan
mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

BAB IV
PENYELENGCGARA MANAJEMEN RISIEO

Pasal 4

Setinp Peranghkat Daerah wajib menvelenggarakan manajemen risiko.

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi  tingkat
Perangkat Daerah dan tingkat kegiatan.

Penyelenggara  manajemen  risiko  pada  tingkat  Perangkat Daerah
dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Tugas Sistem Pengendalian Instansi
Pemerintah Perangkat Dacrah,

Penvelengeara manajemen risiko pada tingkat kegiatan adalah PFTh

BAB WV
STRATEGI FENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap Perangkat Daerah dan risike yang
dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strateg) penernpan manajemen
nisiko meliput

i

il

(1)

melnkukan penilaisn nsiho dan pengendalian nsiko vang mempunyai dampak
negatil vang signifikan terhadap pencapainn twjuan dan sasamn yang telnh
ditetapkan;

menviapkan sarana dan prasarana vang mehputt sumber daya manusia,
infrakstrukour, dan siandar opernsional prosedur;

mengintegrasiknn - manajemen  risiko  dalam  perencanaan,  pelaksanaan
pertanggungiawaban program dan Kegatan uniuk mencapal wijuan  Seria
sasaran vang telah ditetaphkan; dan

melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat
pelaksanaan, perianggurgawaban, atau untuk bahan perencanaan benkutnya

Pasal 6

Penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a, meliput

a. upava penilaian dan pengendalian risiko yang meémbaws konsekuensi
negatif terhadap pencapaian tujuan Perangkat Dasrah dan sasaran kegiatan;
dan

b. kepastian bahwa seluruh nsiko telah tendentifikasi dan terdapat program
pengendalipn vang terencana dan terukur untuk menjaga agar risiko
tersebut bernda pada tingkar toleransi risiko vang telah ditetapkan.

o
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Jnﬂﬂ"m“'h“” hasth penilninn risiko selagnimnnn  dimaksud  padn avar (1),
dilnku penangnin cistleo,  balk risilon yoang  diretens  matipun . yang
lbtravineley

Fosal T

(1] keiterin visiko vang diretenst sebagndimann dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2|
paling sedikit meliputi hal,

a memiliki tingkat konseluensi paling tngei pada level yang telah ditermplan
untuk divetensi sesuni dengan toleransi dan selera risiko Peranghat Daerah
vang telnh duetaphon,

b terdngal perlindungan hukum vang memaiai menenlig regulasi dan atau
ko leal; dlan

e, Persnglnt Daerah doapnt memastiban dengan tingkad keyakinan finggs hnhwa
tillak akan terjudi kegagalnn pada pegawal, proses dan sistem yang i

12 Kriterin risiko vang ditmnsfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2]
prding sedildl meliputi hal: : . .
n risiko vang tidak dapat diterima sesuni dengan toleransi dan resika

Peranglent Dnerah; dan ?
b Perangkat Daerah tidak memiliki sumber dava vang memacdai untuk

membinyni konsekuens risiko yang diperlarmban.
Pazal B

{1] Dalam rangka strategi penerapan manajemen risiko nnl:mgmmn:lm Idimnkmld
dalam Pasal 5 Huruf b, setinp Kepala Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah harus menyviapkan kempetensi instanst.

(2} Penyiapan kompetensi instansi sebagrimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendasarkan pada 3 [tiga) elemen, meliputs :

a, sumber dava manusia,
b. infrakstruktur; dan

¢. standar operasional prosedur.
Pasal 9

Strategi  pengintegrasian  proses  manajemen  risike ke dalam  proses l:IEljﬂ
schagaimana  dimaksud dalam Pasal 5 huruf c menjadi  bagian yang tidak
terpigahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan,

BARB V]
PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

(1) Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang tl:Fe}:t:'I dan :ﬁlaa'en. dilakukan
proses manajemen risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur

terutama pada program dan kegiatan.
(2] Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pa_da ayat {1} adalah program dan
kegiatan vang mendukung pecapaian indikator kinerja utama,

Pasal 11

Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi :
i, penclapan tujuan;

b, identifikesi risiko,

c. analisis nisiko,

d. evaluasi risiko,

¢ penanganan risiko; dan

[ pemantauan dan reviu,
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Pazal 12

(1] Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 11 huruf a, diperlukan
untuk menjabarkan tujuan Peranglat Daerah dan sasaran kegiatan.

(2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksuad pada ayat (1)
harus mepertimbangkan:
a. lingkungan internal dan eksternal;
b. tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 13

ldentfikasi risiko sebagaiamana dimaksud delam Pasal 11 hurufl b, dilakukan

dengan mengidentifikasi risiko Perangkat Daerah dan risiko kegiatan dengan

tahapan meliputi:

a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko Yang
dapat menghalangi, merurunkan, atau menunda tercapainya tujuan Perangkat

Daerah dan sasaran kegiatan; dan .
b, mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko

Pasal 14

{1} Analigis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf ¢ dilakukan dengan
menilai risiko dari sisi tingkat risiko.

i2) Tingkat risiko sebapaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampsalk risiko.

(3] Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kKegiatan:
a, menetapkan jenis analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan
Lngkat kedalaman analisis nisiko yang dilakukan;
b, melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian
baik proses, peralatan, dan praktik vang ada;
d. melakukan analisis terhadap besarnva kemungkinan terjadinva {likelihood)
suatu risiko dan dampaknya;
e, melakukan analisis terhadap tingkat suata risike;
. melakukan analisis terhadap profil nsiko atau peta risiko; dan
g melakukan analisis terhadap tingkat risiko gabungan (kompesit) untuk
sctiap kategori risiko,
(4] Jenis analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa
analisis kualitatif, semi kuantitatif atau analiais kuantitatii kemungkinan
terjadinya dan dampak.

(3) Analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] huruf d dilakukan dengan menggunakan
metode skala yang telah tetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang
telah ditetapkan.

{6) Analisis terhadap tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g,
diukur dengan menggunakan 2 {dua) dimensi, meliputi:

a. Kemungkinan terjadinya risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
b. tingkat dampak.

(7} Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirumuskan dengan hasil
perkalian antara nilai kemungkinan tedadinva risike dengan nilai dampak
riatko,

Dipindai dengan ComSesnne



Pasal 15

(1) Hasil penilaian risiko dari sisi tingkat rigike sebagnimann dimalsd dalam Pasol
14 ayvat (2] tereantum dalam Lampivan | vang merupakan baginn Hdok
terpisahkan dar Peraturan Bupati ind.

(2] Analisis terhadap tingkat risiko sebagnimana dimaksud dalanm Posal 149 nyal (6)
dan aval (7] tercantum dalam Lampiran 11 yang merapakan boaginn tdnk
terpigahkan dar Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menghasilkan
keluaran fout put) dalam bentuk hasil analisis risiko.

{2) Hasil analisis risiko sebagaimann dimaksod pade ayat (1] berisi:
a. identifikasi akar permagalahan,
b. penentuan tingkat, profil risiko, atau peta risiko; dan .
. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai pilihan
penanganan risiko vang ada sesuai bobot biaya dan manfaatl, peluang dan

ANCATan.

Pasal 17

(1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huraf d, dilakukan
untuk pengambalian  keputusan mengenai  perlo  tidaknya  dilakukan
penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya,

(2} Tahap pelaksanaan cvaluasi risike sebagaimann dimaksud pada ayal (1)
meliputi kegiatan:
a, menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi

risiko; dan
b. melakukan evaluasi risiko secara berkala.

Pasal 18

(1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1] menghasilkan
keluaran fout put) dalam bentuk hasil evaluasi risiko.

{2} Hasil evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1] berisi urutan prioritas
risiko dan daftar risike vang akan ditangani.

FPasal 19

{1} Penanganan risiko sebapaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan
dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang tersedia dan
memutuskan pillihan penanganan risiko.

{2] Tahap pelaksanaan penanganan risike sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risike berdasarkan
hasil penilaian risiko.

{3) Penanganan risikoe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada
penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.

Dipindai dengan ComSesnne



Pasal 20

{1} Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf [
dimaksudkan untul memastikan hzhws majemn rsiko telah dilaksanakan
sE4UEAT PFERCAR:,

/‘ 12} THI:?P pelaksanaan pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada avat (1)
meliputi:

a. pengendalian rutin  pelaksanaan penanganan risike dengan
membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja vang diharapkan;

h. pemantauan efektifitas semua langkah dalam proses penanganan risiko
berdasarkan laperan pelaksanaan terhadap sebelumnya guna memastikan
bahwa prioritas penanganan risike masih selaras dengan perubahan di
dalam lingkungan kerja; dan

¢. pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala.

Cara

Fasal 21

Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Fasal 20 avat (1}

menghasilkan keluaran jout put) dalam bentuk laporan hasil monitering dan reviu,

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

{1) Dalam upava mengukur kinerja penerapan manajemen risike di Lingkungan
Pemerintah Daerah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat secara berkala atau

apahila diperlukan.
(2] Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1| mencakup evaluasi atas
implementasi manajemen risiko untuk menjamin evektifitasnya.
Pasal 23

(1] Setiap Perangkat Daerah wajib membuat laporan penerapan manajemen rigiko

(2] Laporan penerapan manajermen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:
a. laporan identifikasi risiko dan analisis risiko; dan

b. laporan rencana penanganan dan rencana pemantauan penangnan risiko.
Pasal 24

Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimabsud dalam Pasal 23 ayat
{2} disampaikan kepada Ketua Satgas SFIP paling lambat akhir bulan Februari.

Pasal 25
Jenis dan format laporan sebagaimans dimaksud dalam Pasal 23 sebapaimana

tercantum dalam Lampiran Eomawi [Il dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
p Peraturan Bupati

""gﬂ‘; setinp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangs
ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Auleleng.

Ditetapkan di Singaraja
Januari 202 i}

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal I Januari 2020
SEK 4R15S DAERAH KABUPRATEN BULELENG,
o B TR i
.\ DEWA KETUT PUSPARA
TAHUN 2020 NOKMOR 1

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG

&3linan Sesusi
pin Bay

Dpbudal dengan SamSeane



LAMPIRAN 1

FERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG

FENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG

HABIL PENILAIAN RISIKO DARI SISI TINGKAT RISIKO

DAN TINGKAT DAMPAK RISIKO

[. PENILAIAN RISIKO DARI SISI TINGKAT RISIKO BERDASARKAN KEMUNGKINAN
TERJADINYA RISIKO

KEMUNGKINAN,

PROBABILITAS KETERANGAN NILAI
i p) : ]
Sangat jarang Feristiwa terjadl minimal sekall setiap 5 tahun atau
terjadi Iebih 1
arahg teqadi Perlatiwa terjadl minimal sekall setap 4 tahun 2
ampir/ pasti .
terjadi Peristiwa terjadi minimal sekali setiap 3 tahun 3
SENNg tenad Periatiwa terjadi minimal sekall setiap 3 tahun E
Sangat sering : Lo .
terjadi Perigtiwa terjadi minimal sekali setiap 1 tahun 5

[l. PENILAIAN RISIKO DARI SISI TINGKAT RISIKO BERDASARKAN KEMUNGKINAN

TERJADINYA RISIKO

TINGKAT
DAMPAK

! KETERANGAN

NILAI

1

SAangat
rendah

oo

. Instansi/kegiatan secars

- tidak mengganggu pelayanan

. _Tidak ada kerugian material

2
Tidak berdampak  pada pencapaian tujuan|
signifilkan

Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin olehl
pelaksana

Rendah

a.

i

. Kerugian Kurang material

inatanai/kegiatan

secars aignifikan

Agak mengganggu pelayanan
Dampalknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin alsh
pejabat
Eselon IV

Tdak  berdampak  Tangsung pade pencapaian tu]ua.t11

edang

n 7ol

a8

. Menggangm kegistan palavanan sscara g

. Mengganggu administrasi program

2

METREANEEL pancapaian tujuan Kegatan sccars signillkan

gnifilean
Eajmmpa.knt va dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin oleh
a

Eslon I

Kerugian material cukup besar bagi organisasi maupun
keuangan

Tingg

E.
[a

| G
| &

-H
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